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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sejauh ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan 

anak khususnya Pasal 79 yang menyangkut sanksi pidana terhadap 

pengangkatan anak secara ilegal belum dapat diterapkan secara efektif 

dalam masyarakat karena ketersediaan  regulasi belum terealisasi 

dengan baik.  

2. Minimnya pengetahuan masyarakat akan akibat hukum terhadap 

pengangkatan anak membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada 

tindak pidana dalam pengangkatan anak. Tidak tahunya masyarakat 

akan tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan 

anak, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat dalam 

melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti aturan perundang-

undangan yang berlaku. kendala yang mungkin ditemui oleh calon orang 

tua angkat diakibatkan belum adanya kemauan, pemahaman dan 

pengetahuan yang benar bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui 

dan diasuh oleh orang tua kandungnya. Disamping itu pengangkatan 

anak yang dilakukan sesuai prosedur akan memakan waktu yang sangat 
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lama dalam hal kelengkapan berkas terhadap persyaratan-persyaratan 

yang telah ditentukan. 

5.2 Saran  

1.  Melihat banyaknya kemungkinan tindak pidana yang terjadi dalam hal 

pengangkatan anak dan masih kurang jelas dan spesifiknya serta kurang 

beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaiman diatur dalam 

UU Perlindangan Anak No No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka sebaiknya UU Perlindungan 

Anak tersebut perlu direvisi kembali agar lebih sempurna. 

2. Dengan melihat permasalahan yang ada bahwa Efektifitas Pasal 79 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlimdungan anak 

terhadap pelaku pengangkatan anak secara ilegal belum terealisasi 

dengan baik. Mengingat sampai dengan saat ini masih banyak 

masyarakat yang belum paham tentang bagaiamana seharusnya peran 

masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan terhadap pengangkatan 

anak secara ilegal. Perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

terkait dengan upaya preventif ataupun pencegahan dengan cara 

melakukan sosialisasi atau memberikan informasi-informasi tentang 

prosedur pengangkatan anak sesuai peraturan perUndang-Undangan. Di 

samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen 

akta kelahiran melalui pencatatan pengangkatan anak setelah 

memperoleh persetujuan melalui penetapan pengadilan. Belum adanya 

Perangkat Peraturan Daerah sebagai implementasi dari pemberlakuan 
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Peraturan Perundang - undangan yang ada yang mengikat dan 

memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan ketentuan itu. 
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